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BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 32 a TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil

Mengingat :

—

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan  peraturan perundang-undangan
Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor:
5.B/T/LHP/DJPKN-VI.JPR/PPD.01/06/2025, maka satuan
biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 32 a Tahun 2024
tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jayapura Tahun 2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 12 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jayapura
Nomor 32 a Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2025
perlu diubah untuk disesuaikan;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);



10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 105);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Standar Biaya Masukkan Tahun Anggaran 2026;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2016 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
2024 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 32 a TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 32 a Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 32 a)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 12
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 32 a
Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Nomor
12) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI JAYAPURA,

ttd.
YUNUS WONDA

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.
HANA S. HIKOYABI
BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
PALA BAGIAN HUKUM DAN,

= C
PENATA TK.I
. 198406122010041003



